BAB ||

PRODUK PERFILMAN DAN LEMBAGA SENSOR FILM

2.1 FILM SEBAGAI PRODUK REPRESENTASI KEBUDAYAAN

Film dapat didefinisikan sebagai produk represértabudayaan.
Setiap kebudayaan tentu memiliki akar budaya. Akmtaya ini sebenarnya
hanya ada dua saja, yang satu bersifat wahyu, ggama. Sementara satu
lagi bersifat ideologis buatan manusia. Jika filiga#lini sebagai produk
kebudayaan, seharusnya tidak boleh bertentangangadenakar
kebudayaannya tersebut dan harus di lindungi dalaraturan perundang-

undangart.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud beras kaidah
sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hdbetmakna bahwa
film merupakan hasil proses kreatif warga neganagydilakukan dengan
memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, sest@ns nilai, gagasan,
norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakabhamgsa, dan
bernegara. Dengan demikian film tidak bebas niéaeka memiliki seuntai
gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagga kolektif dari
banyak orang yang terorganisasi. ltulah sebabrnlya,merupakan pranata
sosial gocial institution) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang
akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal ituatasigengaruhi oleh
kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerjearae kolekiif,

kemajuan teknologi, dan sumber daya lainhya.

! http://yearrypanji.wordpress.com/2009/01/03/filmrerepresentasi-budaya/ diundLth maret
2010.
% IndonesiaPenjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman; 2009
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Melalui film sebenarnya kita banyak belajar tentangaya. Baik itu
budaya masyarakat di mana kita hidup di dalamniay bBahkan budaya
yang sama sekali asing buat kita. Dan kita menjadngetahui bahwa
budaya masyarakat ini begini dan budaya masyaitkdtegitu, terutama

melalui film.

Film juga dilihat sebagai media sosialisasi dan imeulblikasi
budaya yang ampuh dan persuasif. Buktinya adatatgagjang festival film
semacam Jiffest (Jakarta International Film FeBtifeestival Film Perancis,
Pekan Film Eropa, dan sejenisnya merupakan ajangéam yang rutin di

selenggarakan di Indonesia.

Film-film yang disajikan dalam pelbagai ajang festitadi telah
berperan sebagai duta besar kebudayaan mereka risendituk
diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki badggng tentunya
berbeda dengan dari mana film tersebut berasala Dasar yang tidak
birokratis pastinya.

Begitu pula dengan audiensnya. Mereka dengan sddtang
menonton film salah satunya untuk mengenal budayg yainnya. Mereka
menonton film Iran karena ingin tau bagaimana kaebésh sosial budaya
masyarakat Iran dan berbagai dinamikanya. Belum Fo Ceko,

Hongaria, Cile, Korea Utara, dan sebagainya.

Unsur-unsur dan nilai budaya ini yang sering luplati sajian
televisi. Media televisi tidak bisa atau lebih tepa tidak merasa perlu
untuk menyajikan nilai budaya sebagaimana yan@jikesn melalui media
film.

Film untuk itu dipahami sebagai representasi budakdm
digunakan sebagai cerminan untuk mengaca atau umdlikat bagaimana

budaya bekerja atau hidup di dalam suatu masyarakat
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Ketika kita melihat film Ali Topan maka pada dasarkita sedang
melihat cerminan dari budaya remaja yang terjadiapara di mana Ali
Topan itu hidup. Dan ketika kita menonton film Aédpa Dengan Cinta
maka kita juga sedang melihat representasi budayaja era Dian Sastro

dan Nicolas Saputra.

Lalu Bagaimana jika dikatakan bahwa Film merupadaatu produk
sebagai representasi budaya? Chris Barker merk@bbahwa representasi
merupakan kajian utama dalam cultural studies. €sgmtasi sendiri
dimaknai sebagai bagaimana dunia dikonstruksikacarae sosial dan
disajikan kepada kita dan oleh kita di dalam peraakntertentu. Cultural
studies memfokuskan diri kepada bagaimana proseakpean representasi

itu sendiri.®

Menurut Stuart Hall (1997), representasi adalahhsaktu praktek
penting yang memproduksi kebudayaan. Kebudayaampakan konsep
yang sangat luas, kebudayaan menyangkut ‘pengalbaraagi’. Seseorang
dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jikeusmamanusia yang
ada disitu membagi pengalaman yang sama, membade-kade
kebudayaan yang sama, berbicara dalam ‘bahasa’ yamg, dan saling

berbagi konsep-konsep yang safa.

Dalam pembicaraan kita, representasi merujuk kepamtestuksi
segala bentuk media (terutama media massa) terisadmba aspek realitas
atau kenyataan, seperti masyarakat, objek, peastiningga identitas
budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-Kata talisan bahkan juga

dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau fil

3 Chris BarkerCultural Sudies Theory and Practice, New Delhi: Sage, 2004, him. 8
* Nuraini JuliastutiRepresentasi, Newsletter KUNCI No. 4, Maret 2000,
http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm
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Konsep representasi sendiri dilihat sebagai sebpaidluk dari
proses representasi. Representasi tidak hanya atielib bagaimana
identitas budaya disajikan (atau lebih tepatnysomitruksikan) di dalam
sebuah teks tapi juga dikonstruksikan di dalamgwgwaoduksi dan resepsi
oleh masyakarat yang mengkonsumsi nilai-nilai  badayang

direpresentasikan tadi.

Dalam kasus film sebagai produk representasi bydtya tidak
hanya mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertewliu dalam dirinya
sendiri, tapi juga tentang bagaimana nilai-niladitadiproduksi dan
bagaimana nilai itu dikonsumsi oleh masyarakat yarenyaksikan film
tersebut. Jadi ada semacam proses pertukaran kogekiebudayaan dalam

tindakan menonton film sebagai representasi butlaya.
PENGATURAN PERFILMAN DAN LEMBAGA SENSOR FILM.

Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah yenegritum dalam
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amande&n WUD 1945
yang merupakan hukum dasar tertulis IndonesidarDasuatu negara
hukum hak-hak asasi manusia diakui dan dilindGolgih karena itu dibuat
peraturan-peraturan yang diupayakan agar dapahadoelgi hak-hak warga
negaranya. Berbagai bidang kehidupan dalam kehidbemegara ini diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juganbigberfilman yang
mempunyai pengaturan sendiri (self regulation). URegy sendiri ini

sesungguhnya bermaksud untuk menentukkan tolaksgaumgguhnya atau

® IndonesiaPenjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman; 2009
® Azhary, Opcit.
F.J. Stahl dengan konsep Negara Hukum Formal menywssur-unsur Negara hukum adalah :

a.
b.

c.
d.

Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

Untuk melindungi hak asasi tersebut maka pemggjaraan Negara harus berdasarkan pada
teoritrias politica;

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah ber@ésamundang-undangétmatig bestuur);
Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasatkadang-undang pemerintah masih
melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dedaidupan pribadi seseorang), maka
ada pengadilan administrasi yang akan menyelesajkan
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standar (minimum) perilaku tertentu bagi perusatE@Emsahaan atau

pelaku-pelaku usaha yang terikat atau tunduk padany

Apabila regulasi perfilman sendiri tumbuh dan leenkang secara
positif, dipadu dengan bekerjanya peraturan pemgad@dangan tertentu
berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumaka upaya para para
pelaku usaha tersebut merupakan pula hal yang memliperlindungan
konsumen juga. suatu kondisi yang sangat mengukdémnbagi konsumen
apabila semua pihak, khusunya pelaku usaha, mekg@iadan menaati
hukum yang berlaku serta disamping itu, mempunyaramyang tinggi

dalam mengejar tujuan usaha yang dijalankafinya.

Khusus berkaitan dengan praktek bisnis perfilmaa &adrbagai
macam peraturan perundang-undangan selain UndatapgrPerlindungan
Konsumen yang dapat digunakan sebagai upaya untekndungi
konsumen film, antara lain: Undang-undang PerfilmaReraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha PerfilmRaraturan
Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film, Peratueamefhtah tentang
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, dan Perajpgeaturan/ kode etik

perfilman lainnya.

Pengaturan Tentang Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2009)

Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 18@#, diadakannya
reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, rantain dalam bidang
perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi figmi dumpun politik ke
rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu pengatattan teknologi,

lahirlah gagasan tentang perlunya paradigma baru.

" Nasution, AZHukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar.Jakarta:DIADID MEDIA;2006,
hal 201

® Ibid
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Film sebagai karya seni budaya yang terwujud beras kaidah
sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Habetmakna bahwa
film merupakan hasil proses kreatif warga neganmagydilakukan dengan
memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, sest@s nilai, gagasan,
norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakabhamgsa, dan
bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nidaeka memiliki seuntai
gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagga kolektif dari
banyak orang yang terorganisasi. ltulah sebabrlya,merupakan pranata
sosial éocial institution) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang
akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal ituetasigengaruhi oleh
kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerjearae kolekitif,

kemajuan teknologi, dan sumber daya lainhya.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipesitan dengan
atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupaieha komunikasi
massa yang membawa pesan yang berisi gagasan kegalda publik
(khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itgababnya film
mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasin d@endorong karya
kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mammemajukan
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikanpppessaingan usaha
yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagagi kehidupan
manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan beariga

Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamalafilman,
yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomeraialusaha yang bersifat
komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakéh pelaku kegiatan
dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaksaha.Semua itu
melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemeridaérah,dan masyarakat
yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yalafur dalam

peraturan perundangan-undandan.

* pid
1 Ibid
* Ibid
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Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor daar negeri
dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat dindalageri dan film
impor dari luar negeri yang beredar dan dipertukgnk di Indonesia
ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudriecerdasan kehidupan
bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuanaharegsngkatnya harkat
dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestaritajiabndaya bangsa,
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkemyea film berbasis
budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. Fittarlesia yang diekspor
terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indondsaatl oleh dunia
internasional. Itulah sebabnya film sebelum berel#ar dipertunjukkan di
Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tdmids sensor yang
dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor paaEardya diperlukan
untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negalh fdari adanya
dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan tikekpsikotropika, dan
zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografijgseaan, pelecehan
dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karengapeh negatif budaya

asing'?

Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog asemeemilik
film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfiimpalaku usaha perfilman,
perwakilan diplomatik atau badan internasional yalwkui Pemerintah.
Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suamnatetts terjemahan
yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria seilsembalikan kepada

pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedordan kriteria sensdr.

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengarulgatié film,
masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperda dalam perfilman,
baik secara perseorangan maupun secara kelothpéleran serta

masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman kslaryang dibentuk

¥ |ndonesia, Undang-undang Tentang Perfilntdn,No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun
2009, TLN No. 3074, Ps 60 angka 2
¥ Ibid, Ps 67
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oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh PertarinBadan tersebut

mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiagpaanosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaang@eiangan
perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilimalonesia dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarassegtmran pendapatan
dan belanja daerdfi.Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas da
wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilnmgloesia. Presiden
dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada eMegang

membidangi urusan kebudayaan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undangadg Nomor 8
Tahun 1992 tentang Perfilman dirasakan sudah t&euai lagi dengan
perkembangan perfilman dan semangat zamannya gehpeylu dicabut
dan digantt®

Penyusunan UU perfilman baru ini tentu dilakukansuse
persyaratan penyusunan Undang-undang, dengan tRalibseluruh elemen
ataupun stake holder yang terlibat dalam dunia perfilman baik itu
budayawan kemudian akademisi, praktisi-praktisfilpean, para pengamat
film dan kebudayaan, bahkan juga para artis sest@yysaha-pengusaha
perfilman?’

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 adalah Undangnagnd
(UU) perfilman yang baru yang merupakan penggantimgi UU

% bid, Ps 77

16 IndonesiaPenjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman; 2009

17 syamsa, Nyimas Gandasari, (http://www.annida-entiom/review/tidak-ada-kontroversi-soal-
uu-perfilman-yang-baru.html), diunduh tanggal & 2010.

pihak-pihak yang ikut serta dalam revisi undanganperfilman antara lain:

1.

SUE SN

Komisi X DPR RI:

-Mujib Rohmat (F-PG)

-Heri Akhmadi (F-PDIP)

-Irwan Prayitno (F-PKS)

-Abdul Wahid Hamid (F-PKB)

Akademisi : Abdul Aziz ( Direktur Program IKJ)
Komunitas Perfilman Indonesia : Mira Lesmana
PARSI : Anwar Fuadi (Ketua Umum)

Produser Film : Christine Hakim

Universitas Indonesia

Peranan lembaga..., Laila Mahariana, FH Ul, 2010.



28

sebelumnya yang dinilai tidak cocok lagi baik sacdefinisi, substansi,
serta tidak sesuai dengan perkembangan dunia rparfilsekarang ini,
terutama setelah ditemukannya teknologi informasi omunikasi yang
semakin luas, seperti tayangan internet dan lamaganya, yang tidak

dijangkau oleh UU perfilman terdahulu. Berikut iadalah sistematika

Undang-undang perfilman yang lama dan yang baru:

Tabel 2.1: Perbandingan Sistematika Undang-Undang Perfilman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

(UU PERFILMAN LAMA)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009

(UU PERFILMAN BARU)

BAB | KETENTUAN UMUM
BAB Il DASAR, ARAH, DAN TUJUAN
BAB Il FUNGSI DAN LINGKUP

BAB IV USAHA PERFILMAN
Bagian Pertama Umum
Bagian Kedua Pembuatan Film
Bagian Ketiga Jasa Teknik Film
Bagian Keempat  Ekspor Film
Bagian Kelima Impor Film
Bagian Keenam Pengedaran Film
Bagian Ketujuh Pertunjukan

dan PenayangamFil

BABYV  SENSOR FILM

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIl PEMBINAAN PERFILMAN

BAB VIII PENYERAHAN URUSAN

BAB IX PENYIDIKAN

BAB X  KETENTUAN PIDANA
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP

BAB | KETENTUAN UMUM
BAB I ASAS,TUJUAN,DAN FUNGSI
BAB Ill -~ KEGIATAN PERFILMAN DAN

USAHA PERFILMAN
Bagian Pertama Umum
Bagian Kedua Pembuatan Film
Bagian Ketiga Jasa Teknik Film
Bagian Keempat Pengedaran Film
Bagian Kelima Pertunjukan Film
Bagian Keenam Penjualan &
Penyewaan Film
Apresiasi Film
Pengarsipan Film
Ekspor Film & Impor
Film
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban
Masyarakat
Hak dan Kewajiban
Insan Perfilman
Hak dan Kewajiban
Pelaku Kegiatan
Perfilman dan Pelaku
Usaha Perfilman

Bagian Ketujuh
Bagian Kedelapan
Bagian Kesembilan

Bagian Kedua

Bagian Ketiga

BABYV  KEWAJIBAN, TUGAS DAN
WEWENANG PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VI SENSOR FILM

BAB VIl PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIII PENGHARGAAN

BAB IX PENDIDIKAN, KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI

BAB X  PENDANAAN

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XII' KETENTUAN PIDANA

BAB Xl KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
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Undang-undang perfilman yang baru yaitu Undang-ngd@omor
33 Tahun 2009 ini terdiri dari 14 bab dan 90 pagkd dibandingkan
dengan Undang-undang perfilman yang lama vyaitu bgdeadang
Nomor 8 Tahun 1982 yang hanya terdiri dari 12 kel 46 pasal, cakupan

undang-undang perfilman yang baru jauh lebih luas.

Bila kita lihat lebih lanjut dalam Undang- undangrfiiman yang
baru ada beberapa bab dalam undang-undang yangdiaitemgkan yaitu
bab VII tentang pembinaan perfilman, bab VIII tenggpenyerahan urusan,

dan bab VIII tentang penyidikan.

Selain ada bab-bab yang dihilangkan, ada juga pealaam aturan-
aturan baru antara lain bab tentang hak dan keavajipang meliputi hak
dan kewajiban masyarakithak dan kewajiban insan perfilntdnserta hak

dan kewajiban pelaku kegiatan perfilman dan pelasaha perfilmar’

Ada pula bab tentang penghargaan dimana dalamirbatiatur
tentang pemberian penghargaan atas suatu film iyemgih prestasi tingkat
nasional dan/ atau tingkat internasional oleh pértedr, pemerintah daerah

dan/ atau masyarakét.

Selanjutnya ada  juga  penambahan bab  tentang
pendidikan,kompetensi, dan sertifikasi, dimana tmydi pengaturan ini

dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalismenimsafilman®?

Bab tentang pendanaan juga merupakan salah sampahan yang
penting dalam undang-undang ini, dimana pendanaafinpan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, penterodarah, pelaku

kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, danyarakat’>

18 |Indonesia, Ibid pasal 45 dan pasal 46
19 |bid, pasal 47 dan pasal 48
2 |bid, pasal 49 dan pasal 50
21 |bid, pasal 71 dan pasal 72
2 |bid, pasal 73 dan pasal 74
2 |bid, pasal 75, pasal 76, dan pasal 77
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Penambahan terakhir yang dituangkan sebelum babgenan
ketentuan pidana dan ketentuan peralihan dalamngragladang ini yaitu
bab tentang sanksi administratif, dalam bab iniegiiskan bahwa
pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalamngathdang ini dapat
dikenakan sanksi administratif yang antara lainupar teguran tertulis,

denda administratif, penutupan dan/atau pembulseanpencabutan izf.

Pada awal Undang-undang perfilman yang baru ipatte/a di
bagian ketentuan umum dapat kita lihat terdapatetagia perbedaan
definisi istilah-istilah perfilman, antara lain d&6i istilah film?>,
perfilmarf®, dan sensor filff. Pengaturan kegiatan/ usaha perfilman pun
menjadi bertambah banyak dengan adanya penambaéagatpran

tentang penjualan & penyewaan film, apresiasi fiiamy pengarsipan film.

?|bid, pasal 78 dan pasal 79

% Film adalah karya cipta, seni, dan budaya yangipaanmedia komunikasi massa pandang-
dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi defiggkam pada pita seluloid, pita video,
piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan legndainnyadalam segala bentuk, jenis,
ukuran melalui proses kimiawi, proses elektroniiguaproses lainnya, dengan atau tanpa suara
yang dapat dipertunjukkan dan/atau tanpa suara glapgt dipertunjukka dan/atau ditayangkan
dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/&tanya. (Pasal 1 angka (1) Undang- undang
Nomor 8 Tahun 1992).

Film adalah karya seni budaya yang merupgieanata sosial dan media komunikas massa
yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi deatgantanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
(Pasal 1 angka (1) Undang- undang Nomor 33 TahQf)20

% perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubundangan pembuatan, jasa teknik,
pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjdianiatau penayangan film. (Pasal 1 angka
(2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1992).

Perfilman adalah berbagai hal yang berhubunganaefiign. (Pasal 1 angka (2) Undang- undang
Nomor 33 Tahun 2009).

2" sensor film adalah penelitian dan penilaian teapafiim dan reklame film untuk menentukan
dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan atan/ ditayangkan kepada umum, baik secara
utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar ataa trtentu. (Pasal 1 angka (4) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1992).

Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan paraan kelayakan film dan iklan film untuk
dipertunjukkan kepada khalayak umum. (Pasal 1 arf@kdundang- undang Nomor 33 Tahun
2009).
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UU perfilman yang baru, selain mengatur tentancgalmagna proses
pembuatan film?%§uga mengatur tentang masalah-masalah yang berkenaa
dengan pendidikan atalill tentang perfilman, kemudian juga menyangkut

isi cerita, cara penayangannya, tata €dean lain sebagainya.

Misalnya film yang tergolong dewasa, dari mulaistahsi isi hanya
boleh ditayangkan di depan umum mulai jam 11 malampai jam 3 pagf
sebab secara normalnya anak-anak sudah tidur padgm tersebut. Jadi

masalah-masalah pengaturan jam sudah ada.

Kemudian yang menyangkut tata edar, dalam UU imgharamkan
adanya perbuatan monopbiijika ada pihak yang dinilai melanggar UU
monopoli, akan memperoleh sanksi membayar dendangutebih 100
miliar rupiah®? Hal inilah yang kemudian dikontroversikan oleh agibn
pihak yang memang selama ini menikmati monopolonmiasi baik film

maupun pengedarannya di Indonesia.

Selain itu, sebagai implikasi pengaturan terhadagatah-masalah
yang sifatnya isi, maka peran Lembaga Sensor Hi&F) diperkuat pula
dalam UU ini*®* Dengan terdiri dari 19 orang komisioner, dan merek
sampai 250 orang tenaga sensor, LSF akan benar-bergaya. Ini pula
yang membuat para praktisi film yang sudah asyiknggenakan gaya

bebas, entah itu porno atau vulgar, tidak mengHerdanya sensor.

Didalam UU Perfilman ini secara eksplisit mewajibk&epada
Pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan perabin dalam
peningkatan mutu insan-insan filffSelain itu di dalam UU perfilman itu

ada pengaturan persentase untuk film impoftujuannya jelas, agar film-

28 Opcit, Ps. 16
2 |hid, Ps 28
%0 |bid, Ps 31
3! |bid, Ps 12
32 |bid, Ps 81
* Ibid, ps 58
34 |bid, Ps 54
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film Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Kmndekarang kan terbalik,
ada 13-14 iklan film tapi hanya 2 yang merupakbm firoduksi Indonesia.
Dalam UU ini akan ada perimbangannya. Jadi selétarpersen film
Indonesia atau ditentukan berapa persen film imgart Jadi akan ada
presentasi yang harus dicukupi oleh film Indongsag harus memiliki

kualifikasi tertentu agar layak ditayangkan.

Menariknya, dalam UU baru ini menetapkan tidak &edan
pengguntingan film, jadi akan digalakkan apa yaigghlt self sensor.
Untuk para sineas, silakan membuat film sepertigapa akan tetapi ketika
diajukan ke lembaga sensor, nantinya akan dingekah film tersebut
sesuai dengan kriteria. Jika tidak sesuai, makan akkembalikan dan

diminta untuk memperbaikinya sendiri, tidak digongtoleh LSF>°

Tujuan disusunnya UU perfilman ini jelas, pertamatul
melindungi film Indonesia, agar film produksi ana&ngsa menjadi tuan di
negerinya sendiri. Kemudian yang kedua, membentemagyarakat dari
pengaruh budaya asing yang negatif, yang masukunélen. Yang ketiga,
UU ini jelas-jelas mengharuskan kepada pemerintadnipun pemerintah
daerah untuk mewajibkan peningkatan kualitas kens@mppara insan
perfilman. Sebelumnya tidak ada pengaturan mendeaii, tapi sekarang
malah diwajibkan. Artinya jika sudah ada ketentutami UU seperti ini,
berarti di APBD dan APBN sudah punya dasar—baik grémtah daerah
atau departemen pariwisata— untuk menganggarkaa pambinaan insan
film. Yang keempat adalah adanya keadilan tata. dddah yang rasanya

paling menonjol.

% Ibid, Ps 60 Angka 3
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Dengan adanya UU perfilman yang baru ini, sudahesénya kita
optimis untuk memproduksi film-film bukan sekedaaghs, tapi juga
ideologis. Bisa dipertanggungjawabkan baik secar#ia; secara tekhnologi,

secara tampilan, juga artisfik.

2.2.2. Pengaturan Tentang Penyelanggaraan Usaha Perfilman (Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 )

Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan Undachgag
perfilman nomor 8 tahun 1992, dikarenakan peratpedaksanaan Undang-
undang perfilman yang baru belum ada, maka perapekksanaan tentang
penyenggaraan usaha perfilman ini masih tetap digam sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturag paru berdasarkan

Undang-undang perfilman yang b&ru

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud defgenadalah
karya cipta seni dan budaya yang merupakan medmukikasi massa
pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sowafatengan direkam
pada pita seluloid, pita video, piringan video, /d#awu bahan hasil
penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuls,jedan ukuran melalui
proses kimiawi, proses elektronik, atau prosesnian dengan atau tanpa
suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditay@ngiengan sistem

proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainfiya.

Pembinaan, pengembangan dan pengusahaan film sebadé
komunikasi massa diselenggarakan sesuai dengam, @daah dan tujuan
perfilman Indonesia, dan dilaksanakan dengan mdmpkan asas usaha

bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan nguata mencegah

¥(http://Iwww.annida-online.com/review/tidak-ada-kmversi-soal-uu-perfilman-yang-baru.html)
[Syamsa/ wawancara oleh Nyimas Gandasari]

%8 |bid, Pasal 87 (a)
% Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyedessyy Usaha PerfilmaRP NO.6 Tahun
1994,Pasal 1 angka 1
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timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfiladasatu tangan atau
satu kelompoK°

Untuk mendorong pertumbuhan usaha perfilman nasicesuai
dengan fungsinya dibidang ekonomi, Pemerintah dam&mberikan
kemudahan dan keringanan dalam penyelenggaraan psaftiman. Usaha
perfilman tersebut diselenggarakan oleh warga medadonesia dalam
bentuk bahan usaha yang berstatus badan hukumesidosesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang bétlaku

Dalam upaya untuk menumbuhkembangkan Perfilman niesla
diperlukan adanya pengaturan secara menyeluruhtedpadu. Untuk itu,
Peraturan Pemerintah ini mengatur semua jenis ushieam kegiatan
perfilman, dalam hal ini suatu perusahaan perfilmemperoleh izin usaha
perfilman untuk satu kegiatan usaha yang antar&égiatannya adalaf’:
a. pembuatan film;

b. jasa teknik film;

c. ekspor film;

d. impor film seluloid;

e. impor rekaman video;

f. pengedaran film seluloid impor;

g. pengedaran rekaman video impor;
h. pengedaran film Indonesia;

i. pertunjukan film;

j- penayangan film.

4% |pid, Pasal 2
“! |bid, Pasal 3
2 |bid, Pasal 6
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Selanjutnya, upaya untuk  menumbuhkembangkan Peariil
Indonesia bukan semata-mata merupakan tanggungjBeserintah, tetapi
masyarakat juga perlu berperan serta, terutamandaf@aya peningkatan
apresiasi khalayak terhadap film Indonesia dan agmningkatan kualitas

sumber daya manusia perfilman Indoné3ia.

Dalam segala kegiatan usaha perfilman, Perusalexdiiman harus
mempedomani kode etik produksi film Indonesia, ketle masing-masing
organisasi profesi, nilai-nilai keagamaan dan mi&i sosial budaya yang
berlaku di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melimgi konsumen film
Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undangridnéerlindungan

Konsumen.

Sebagai upaya perlindungan bagi konsumen filmagekiegiatan
usaha perfilman yang melanggar hukum atau ketenytary berlaku
diancam dengan sanksi administratif dan juga paneabizin usaha jika
pelanggaran yang dilakukan perusahaan perfilmah teampai tiga kali

dilakukannya®*

Sesuai dengan peraturan pemerintah ini izin usatfdnpan dapat
dicabut apabila perusahaan perfilm&n :
a. melakukan usaha perfilman yang melanggar izin yhberikan;
b. memindahkan usaha perfiiman kepada pihak lain tappsetujuan tertulis
dari Menteri;
c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya apadn tersebut tidak
mengandung kebenaran;
d. tidak melaksanakan kegiatan usaha di bidang pexfildalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pencabutan izin usaha tersebut didahului dengamgag¢an atau
pembekuan Izin Usaha Perfilman untuk jangka wakttentu yang diatur

dengan keputusan Menteri.

4% |bid, Pasal 41
“4|bid, Bab IV Pasal 45-49
% |bid, Pasal 10
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2.2.3. Pengaturan Tentang Lembaga Sensor Film
2.2.3.1. Kronologis Dasar Hukum Penyensoran Di Indonesia

Suatu Negara hukum memberi perlindungan kepada angag
melalui pelaksanaan hukum dan undang-undang yamgukidibuat untuk
tujuan perlindungan termaksud. Di dalam kitab uigdandang hukum
perdata (KUHPerd) kita terdapat ketentuan-ketentigawtang perbuatan
melawan hukum yng membenarkan tuntunan ganti-rugtenil dan
immateriil bagi korban perbuatan tersebut (pas&51B8380 KUHPerd).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid.) kita glendengan
ketentuan undang-undang tentang rahasia Negarsal{pasal 112, 113,
115, 117 ayat (3), dan 118), ketertiban umum (pdgd!), kesusilaan
(pasal-pasal 281-283), penghinaan umum (pasal-ga€aB14, 320-321),
penghinaan terhadap Negara bersahabat (pasalgefhinaan terhadap
agama( pasal-pasal 174-178), bahkan ada juga pasal- tentang
penghinaan terhadap penguasa ( pasal-pasal 207-R0&§s penegakan
dan pelaksanaan ketentuan undang-undang perlindungaayarakat ini
sudah diserahkan pada instansi-instansi yang dsd#anman kenegaraan
sudah diberi kewenangan untuk hal itu. Kewenangaah yang selama
ini diambil alih oleh SENSOR untuk dunia perfilman.

Lembaga sensor film sebenarnya sudah ada di ésitorsejak awal
abad ke-19, lembaga ini dibentuk dari zaman ke madesmgan nama dan
dasar hukum yang berbeda, berikut dipaparkan kogmoldasar hukum

penyensoran di Indonesfa:

1. Tahun 1916 : Pemerintah Hindia Belanda mengeluatkaonansi Film :
a. Nomor 276 tentang Pengawasan Pertunjukan
b. Nomor 277 tentang Pengawasan Pertunjukan di
Batavia, Semarang, Surabaya dan Medan.

6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesfatusan Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, 2008., hal 54.

" Sekretariat Lembaga Sensor FifBari Informasi Lembaga Sensor Film Periode 2005-
2008,Jakarta:2006, him 49.
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2. Tahun 1919 :

3. Tahun 1925 :

4. Tahun 1926 :

5. Tahun 1930 :

6. Tahun 1940 :

7. Tahun 1942 :

8. Tahun 1946 :

9. Tahun 1948 :

37

a. Ordonansi Film Nomor 377 tentiogkop
b. Ordonansi Film Nomor 378 tentang Hukum dan
Meterai Bioskop.
c. Ordonansi Film Nomor 742 tentang Batasan Usia
Penonton.

Ordonansi Film Nomor 668 tentang -film yang boleh
dipertunjukkan di bioskop.

Ordonansi Film Nomor 7 tentang PdrabaOrdonansi
Film 1925.

Ordonansi  Film Nomor 447 tentang Paman dan
Penyempurnaan Ordonansi Film 1926.

Ordonansi Film Nomor 507 tentang Paman dan
Penyempurnaan Ordonansi Film 1930 terutama yang
berkaitan dengan Tugas Komisi Film dan Susunan
Keanggotaan Komisi Film.

Pemerintah Militer jepang mengubah isofilm (de Film
Commissie) menjadiHodohan Nippon Sdosho (Pusat
Kebudayaan dan Propaganda Pemerintah Militer Jegang
Indonesia).

Pemerintah Republik Indonesia mentmpa Badan
Sensor Film berada dalam lingkungan Departemen
Pertahanan Negara dan bertanggungjawab kepada riMente
Penerangan.

Pemerintah Republik Indonesia mendmpa Badan
Sensor Film berada dalam lingkungan Departemennala
Negeri dengan nomenklatur Panitia Pengawas Film.

10. Tahun 1950 : Pemerintah Republik Indonesia mentwmpaBadan

Sensor Film dalam lingkungan Departemen Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan (PPK).

11. Tahun 1948 : Pemerintah Republik Indonesia mentmpaBadan

Sensor Film dalam lingkungan Departemen Penerangan
RI yang kemudian berubah nomenklatur menjadi
Lembaga Sensor Film sejak tahun 1992.
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12. Tahun 1965 :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tahun 1968 :

Tahun 1992 :

Tahun 1994 :

Tahun 1999 :

Tahun 2000 :

Tahun 2005 :
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Terbitnya SK Menteri Penerangan N&8K®&/65
yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di
Indonesia melalui lembaga yang bernama Badan Sensor
Film (BSF).

BSF beranggotakan 33 orang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Penerangan, dengan masa
jabatan 3 (tiga) tahun.

Sekretaris BSF merangkap jabatan Kepala Tata usaha
dengan jumlah pegawai sebanyak 23 orang.
Penyensoran film dilakukan dengan memperhatikan
segi keagamaan, kesusilaan, perikemanusiaan,
kebudayaan, adat istiadat, pendidikan, keamanan dan
ketertiban umum, serta situasi politik.

Terbitnya SK Menpen No0.44/SK/M/1968 ng/a
menetapkan BSF berkedudukan di Jakarta dan bersifat
nasional, beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan
Wakil Ketua. Sekretaris BSF tidak lagi merangkap
sebagai anggota hanya memimpin sekretariat sebagai
unsur pelayanan administrasi dengan 24 karyawan.

Disahkannya undang-undang nomor 8 ntah@92
tentang Perfilman.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah ddomTahun
1994 tentang Lembaga Sensor Film.
Terbit Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik
Indonesia Nomor 216/Kep/Menpen/1994 tentang Tata
Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana
Penyensoran.

Departemen Penerangan RI dibubatkiam susunan
Kabinet Reformasi. Atas saran Presiden abdurrahman
wahid. Pemerintah Republik Indonesia menempatkan
Lembaga Sensor Film dalam lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional RI.

Pemerintah Republik Indonesia mea¢tap Lembaga
Sensor Film dalam lingkungan Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata RI.

Status Kementerian kebudayaan dawi®ata berubah

menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. LSF
tetap berada di lingkungan Depbudpar.
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19. Tahun 2009 :  Status Departemen Kebudayaan daniPataberubah
menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata . LSF
juga tetap berada di lingkungan Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata.

Disahkannya Undang-Undang Perfilman yang baru,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.

2.2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor

Film

Setiap film atau iklan film yang akan diedarkan datau
dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulesssr (contoh surat
lulus sensor: lihat pada lampiran V), dalam hapenyensoran dilakukan
oleh Lembaga Sensor Film, sebagaimana diamanatdamdgasal 57 dan
58 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang peafil Sebagai
tindak lanjut ketentuan pasal-pasal tersebut, peibentuk Lembaga
Sensor Film yang merupakan lembaga nonstrukturedifae tetap dan
independen yang berkedudukan di Ibukota NegaraRi&dandonesia dan
bertanggung jawab kepada presiden melalui Mentefudayaan dan

Pariwisata?®

Pembentukan Lembaga Sensor film diatur dalam Rearatu
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga sdiisp yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undarfgman yang
lama UU Nomor 8 Tahun 1992. Peraturan ini masitakip sampai saat
ini karena belum tersedianya Peraturan pelaksandatgang-undang
Perfilman yang baru. Aturan-aturan yang masih digan dalam kegiatan
LSF adalah aturan yang tidak bertentangan dengatangrundang

perfilman yang baru.

Dalam Peraturan Pemerintah yang berisi 24 Pasadliatur tentang
apa fungsi, tugas dan wewenag LSF, struktur daanisgsinya, pedoman
dan kriteria penyensoran, tata laksana penyensatan, pembiayaan

kegiatan LSF.

“8 Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilnti,No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun
2009, TLN No. 3074, Ps 58
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LSF mempunyai fungsi sebagai berikiit :

a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak ifegaing
timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau pemgyafilm dan
reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah wjuan
perfilman Indonesia;

b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa daidamg perfilman
di Indonesia;

c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film ddamekfilm yang
diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan demganalisis
hasil pemantauan tersebut wuntuk dijadikan sebagaharb
pertimbangan dalam melakukan tugas penyensorarkubgra
dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai badagambilan

kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman dnexia.

Untuk melaksanakan fungsinya, LSF mempunyai tuffas :

a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklanne y&ng akan
diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau drgkan kepada
umum;

b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teksriah@n dari suatu
film dan reklame film yang akan diedarkan, dieksmlpertunjukkan
dan/atau ditayangkan;

c. menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, swaa teks
terjemahan dari suatu film dan reklame film yangrakliedarkan,

diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

“9 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang LembaugoBEilm,PP No 7 Tahun 1994. Ps 4
*% |bid, Pasal 5
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Lembaga Sensor Film mempunyai wewenanhg :

1. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame filmtuki
diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditgkan kepada
umum;

2.  memotong atau menghapus bagian gambar, adegam, damrteks
teriemahan dari suatu film dan reklame film yarmaki layak untuk
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

3.  menolak suatu film dan reklame film secara utuhukirdiedarkan,
diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepadum;

4.  memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi,filrailer serta
film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkeada reklame
film, yang dinyatakan telah lulus sensor;

5. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untutu dilen dan
reklame film yang ditarik dari peredaran berdasatketentuan Pasal
31 ayat 1 Undang-undang Namor 8 Tahun 1992;

6. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setigm kiém, trailer
serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor ydimubuhkan pada
reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
menetapkan penggolongan usia penonton film;

8. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film pasijensoran
dan film serta rekaman video impor yang sudah hamsa hak
edarnya;

9.  mengumumkan film impor yang ditolak.

Dalam Undang-undang perfilman yang baru wewenarig L&tuk
memotong atau menghapus bagian gambar, adegam slaar teks
terjemahan dari suatu film dan reklame film yandaki layak untuk
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umunaddikan karena
dalam undang-undang yang baru pelaku usaha penfimmelakukanself

sensor. LSF mengembalikan film yang mengandung tema, @amb

5! |bid, Pasal 6
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Adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak isdsngan pedoman
dan kriteria sensor kepada pemilik film yang disensituk diperbaik??

Penyensoran film dan reklarne film dilakukan untulelindungi
masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yangbuimdalam
peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan filmreldame film yang
tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilndonesia.

Penyensoran dimaksudkan untuk mencegah agar fimreldame
film tidak mendorong khalayak untdg:

a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan aterRancasila
dan Undang-undang Dasar 1945;

b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan haldnad yersifat
amoral,

c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangangaden
ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawanunmuk
lainnya; atau

d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan agdima, serta
melakukan penghinaan terhadap salah satu agama oapeat

merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.

Penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana paraeliata
nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga daerédkng sesuai dengan
kepribadian nasional Indonesia, mengingat meldiun dan reklame film

dapat masuk pengaruh-pengaruh budaya dan nilaireitgtif>*

52 Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilnti,No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun
2009, TLN No. 3074, Ps 60 angka (3)

3 Opcit, Psl 17 angka (2)

¥ Ibid, Pasal 17 angka 3
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Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarabkaa
menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diriathnigan insan
perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai yjadan tanggung

jawabnya terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan penyensoran mengaca pad
pedoman dan kriteria penyensoran dengan penuhiaiaggung jawab dan
memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemmajteknologi, serta

perkembangan tata nilai didalam masyarakat.

Selain adanya peraturan pemerintah tentang lembagsor film
sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang petfilaturan tentang
lembaga sensor film juga diatur dalam peraturan temgenantara lain
dalam: Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisdtamor:
PM.34/UM.001/MKP 05 tentang Tata Kerja Lembaga 8Sersim dan
Tata Laksana Penyensoran. Serta Peraturan Mengbud@yaan dan
Pariwisata Nomor: KM.46/0T.001/MKP/2004 tentang @nigasi dan
Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

2.2.4 Pengaturan Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional

(Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994).

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah pefilkepada
Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilmasidsal, disingkat
BP2N. BP2N merupakan lembaga nonstruktural yangeoeidukan di
Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertangguamgalp kepada
Menteri Penerangan ( Dalam Hal ini telah digantikan

pertanggungjawabannya kepada Menteri KebudayaaPRaawisata).

* |bid, Pasal 17 angka 3
*% |bid, Pasal 18-19
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BP2N mempunyai fungsi sebagai berikit :

a.

memberikan pertimbangan, saran, usul, nasdtatj pemikiran
kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan
pembinaan dan pengembangan perfilman di Indondsak
diminta maupun tidak diminta;

memberikan keputusan atas keberatan yang diajukleh
perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indcamesrhadap

film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

Fungsi BP2N merupakan salah satu mata rantai daiatem

pembinaan perfilman di Indonesia yang mempunyaasognghimpun

dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfil®arta merumuskan

saransarandalam rangka pengembangan perfilman ddindssia, yang

mencakup aspefR®:

a.

b
c
d.
e

penerangan;
pendidikan;

pengembangan budaya bangsa,;
hiburan;

ekonomi.

BP2N mempunyai wewenang:

a.

pertimbangan dan saran kepada Menteri peranagguai dengan
fungsi dan tugasnya;

memberikan pertimbangan dan saran tertulis deep®lenteri
Penerangan untuk menarik dari peredaran film-filnang
menimbulkan  gangguan terhadap keamanan, ketertiban,
ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat;

menerima dan memberikan keputusan atas keberatg diajukan
oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik filclolmesia yang

filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

57 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang BadaimBerigan Perfilman Nasion&@pP No 8
Tahun 1994. Ps 3

%8 |bid, Pasl 4
% |bid, Pasal 5

Universitas Indonesia

Peranan lembaga..., Laila Mahariana, FH Ul, 2010.



45

Anggota BP2N diangkat dan diberhentikan oleh Pesmdatas
usul Menteri untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dapad diangkat kembali
untuk periode berikutnya dalam hal ini BP2N berarggan paling

banyak 25 (duapuluh lima) orang, terdiri dari ursosur®

a. Pemerintah;

b Masyarakat perfilman;

c Para ahli di bidang pendidikan, kebudayaannagaan perfilman;
d. Wakil organisasi perfilman;

e Wakil organisasi kemasyarakatan lainnya yapgrdiang perlu.

%9 |bid, Pasal 8
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